BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2017 ANRI. Renstra Tahun 2015 -2019. Perubahan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 20 17
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDO NESIA
NOMOR 40 TAHUN 20 15 TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 20 15-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
pimpinan kementerian/ lembaga menyiapkan rencana
strategis kementerian/ lembaga sesuai dengan tugas dan
fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional;

b. bahwa dalam rangka  meningkatkan keberhasilan
pelaksanaan pembangunan kearsipan sebagaimana
tercantum dalam R encana Strategis Arsip Nasional
Republik Indonesia Tahun 2015 -2019, perlu menyusun
perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional = Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tent ang Rencana Strategis
Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 -2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional
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Mengingat

Republik Indonesia  Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia
Tahun 2015 -2019;

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);,

2. Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  4405);

4. Peraturan Pemerinta h Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tenta ng
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 466 3);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan R encana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksana Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipa n (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka



Menetapkan
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Menengah Nasional 2015 -2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 3);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015 -
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahu n 2014
Nomor 860);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi k Indonesia

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip
Nasional Republik Indonesia Tahun 2015 -2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK IND ONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2015 -2019.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Arsip Nasional Republ ik Indonesia Tahun 2015 -

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1387) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran | diubah sehingga Lampiran |
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala ini.

2. Ketentuan Lampiran Il diubah sehingga Lampiran I

berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Kepala ini.
Pasal Il
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRA WAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

10 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN [

PERATUIRAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA  STRATEGIS ARSIP  NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015-2019

SISTEMATIKA

BAB'1 PENDAHULUAN

BAB IL VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI

BAB I ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ANRT

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BAB V PENUTUP
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembanglinan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Arsip Nasional Republik [ndonesia (ANRI) sebagai instansi pemerintah
diwajibkan menyusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia
(Renstra  ANRI) Tahun 2015-2019 yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Renstra ANRI
Talun 2015-2019 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembanglnan
nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang
modern berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan
fuingsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci
utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan vang bersih dan berwibawa.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya
penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih,
serta peningkatan kualitas pelavanan publik, penyelenggaraan kearsipan di
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan,
organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus
dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang
komprehensif dan terpadu. Penyelenggaraan kearsipan mnasional perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebututhan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi olell perkembangan tantangan
nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, koluasi
dan mepotisme, serta akuntabel dapat berlangsung jika didasarkan pada
ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini.

Berbagai masalali yang muncul dalam mendukung penyelenggaraan
kearsipan nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan mnegara dan
khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas
pelayanan publik mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi
bersama olehh pencipta arsip dan lembaga kearsipan, termasuk ANRI yang
diberi tugas dalam bidang kearsipan, untuik mengatasi masalah dan tantangan

tersebut. Perann ANRI sangat strategis, karena penyelenggaran kearsipan
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merupakan cara yang tepat untuk mendukung akuntabilitas, transparansi,
serta pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat,
dengan mengoptimalkan sumber daya yang melibatkan pencipta arsip dan
lembaga kearsipan serta peran serta masyarakat. Untuk itu, ANRI dituntuit
memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan
sesuai dengan Undang-Undang Nemer 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
Peraturan Pemerintah Nonior 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya
arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan dacrah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
keniasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara
kearsipan mnasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang antentik dan
terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (¢) menjamin terwujudnya pengelolaan
arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentiian peraturan
perundang-undanganan; (d) menjamin pelindungan kepentingan negara dan
hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang
autentik dan terpercaya; (¢) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan
nasional sebagai suatu sistem yvang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin
keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam
kehidupan Dbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin
keselamatan aset nasional dalam bidang ckonomi, sesial, politik, budaya,
pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h)
meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keselurmithan
penietapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam
snatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manuosia,
prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undanganan. Ruang lingkup tersebut melipui kegiatan
vang dilakukan olehh lembaga mnegara, pemerintahan daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Dari tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, dapat ditarik suatu

benang merah bahwa bidang kearsipan tidak hanya ditentukan aleh ANRI dan
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lembaga kearsipan, tetapi instansi pemerintal, swasta, perscorangan dan
masyarakat luas pun turut serta berperan dalam pengelolaan dan
penyelamatan arsip.

Selama periode 2010-2014, penyelenggaraan pembangunan bidang
kearsipan diupayakan secara optimal, namun upaya tersebut mnasih
menghadapi berbagai kendala yang belum sesuai dengan harapan. Sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan sebagai pencapaian dari pelaksanaan program
dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategi ANRI Tahun 2010-2014
adalaly sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan vang
profesional melalui pengembangan manajemen arsip/dekumen negara yang
modern.

Sasaran Program adalah (4) terwnjudnyva pengelolaan arsip baik dinamis
maupun statis yang efektif dan efisien di seluruh lembaga negara dan
badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) terwujudnya efektivitas
penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan
pemerintah pusat; (¢) terwujudnya efektivitas penyelenggaraan sistem
kearsipan di lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
(d) terwujudnya -efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
kearsipan; (e) meningkatnya penilaian dan akuisisi arsip untuk
memperkaya khazanah arsip serta untuk menjamin terselamatkan dan
terlestarikannva arsip demi generasi mendatang; (f) meningkainya
pengolahan arsip demi terwujudnya daftar arsip, inventarisasi arsip, dan
guide yang dapat dimanfaatkan uantuk  kepentingan — publik;
(g) meningkatnva preservasi arsip demi terwujudinya pemeliharaan,
penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun
informasinya; (h) meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk
kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan;
(i) tercapainya efektivitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan
dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik; (j) tercapainya
efektivitas pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan

dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik.
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b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI
Program ini bertujuan untuk menibantu kelancaran kegiatan yang bersifat
fisik berupa pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan internal Arsip Nasional Republik Indonesia.
Sasaran Program adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana

untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan.

¢. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya ANRI
Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dan
fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.
meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan
prograni.
Sasaran Program adalah (a) terwujudnya pelaksanaan keglatan yang sesuai
dengan perencanaan program dan anggaran, (b) meningkatnya pemberitaan
tentang kearsipan yang dimuat di media massa maupun elektronik;
(¢) terwujudnya pelaksanaan urusan ketatausahaan; (d) meningkatnya
jumlahh produk hokum kearsipan yang disahkan menjadi peraturan
kearsipan; (e) meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan
ANRI; (I) meningkatmya jumlah pegawai yang ditempatkan sestiai dengan
keahliannya; (g) terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian;
(h) meningkatnya jumlah pengelolaan administrasi kenangan yang baik dan
tepat waktu; (i) mnieningkatnya junilah temuan hasil penieriksaan
pengelolaan APBN ANRI vang ditindaklanjuti.

Pencapaian program dan kegiatan dalam Tahun 2009-2014 antara lain
adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan 54 Peraturan Kepala ANRI sebagai pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,

2. 187 Lembaga Negara, Pergurnan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta,
Badan Usaha Milik Negara dan Rumah Sakit telah mengimplementasikan
Sistem [nformasi Kearsipan Dinamis (SIKD);

3. 32 Lembaga Kearsipan Daerall Provinsi telah mengimplementasikan
Sistem [nformasi Kearsipan Statis (SIKS);

4. 37 instansi pusat dan pemerintah daerah telah menyerahkan Daftar Arsip
Terjaga;

5. Telah ditetapkan 531 persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pemerintah

pusat dan pemerintah daeralh;
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6. Telah terdaftar dan aktf sebanyak 13 simpul Jaringan I[nformasi
Kearsipan Nasional (JIKN) yang terdiri dari 1 Lembaga Pemerintah
NenKementerian (LPNK), 2 Pemerintah Daerah Provinsi, 3 Pemerintah
Daerahh Kabupaten, 5 Pemerintah Daerah Kota, 1| BUMN dan 1 perguruan
tinggi negeri;

7. ‘Telah ditandatangani kerja sama luar negeri dengan 10 instansi dan kerja
sama dalam negeri dengan 32 instansi, perguruan tinggi, swasta,
ormas/orpol. Melalui kerja sama ini, ANRI mendapatkan informasi
mengenai tugas substantif instansi terkait penyusunan NSPK, menerima
penyerahan arsip statis, melaksanakan konsultasi pemusnahan arsip,
penataan dan pendataan arsip, bimibingan teknis bidang kearsipan, dan
melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM;

8. Telah dilaksanakan Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis
tingkat ahli sebanyak 220 peserta dan tingkat terampil sebanyak 203
peserta;

9. Telah dilaksanakan Akreditasi pada 3 lembaga kearsipan dan 6 umnit

kearsipan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Kondisi internal ANRI akan dipengaruhi oleh unit-unit kerja di
lingkungan ANRIL Kekuatan atau kelemahan sumber daya internal akan
mempengaruhi capaian kinerja ANRI. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi
berbagai kelemahan, keterbatasan dan kekurangan secara cermat yang akan
dikelola sebagai faktor kekuatan untuk membangun bidang kearsipan ke arah
yang lebili baik.

1.2.1 Kekuatan (Strengths)

a. Peraturan Perundang-undanganan
1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 merupakan landasan
operasional yang menjamin kepastian hukum ANRI dalam rangka
penyelenggaraan  kearsipan  nasional yang  sistematis, terpadun,
komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kearsipan adalah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan I[nformasi
Publik.
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Mengacu pada landasan tersebuit di atas, pelaksanaan tuigas ANRI
dibagi menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, meliputi:

a) Pengambilan  kebijakan/keputusan di hidang kearsipan yaitu
menentukan kebijakan kearsipan nasional yang meliputi pembinaan
kearsipan, pengelolaan arsip, pembangunan Sistem lnformasi Kearsipan
Nasional (SIKN) dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional (JIKN), organisasi, pengembangan stimber daya manusia (SDM),
sarana dan prasarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi
kearsipan, kerja sama di bidang kearsipan serta pembentukan norma,
standar, prosedur, dan kriteria;

b) Think tank yaitu melakukan penelitian dan pengembangan untuk
mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional,

¢) Koordinator yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan kearsipan
nasional dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam rangka
pelaksanaan tugas di bidang kearsipan;

d) Administrator yaitu sebagai pengelola pusat jaringan nasional SIKN dan
JIKN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan,
penyelenggaraan akreditasi lembaga kearsipan dan sertifikasi Arsiparis,
pemberian persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemberian
persetujuan pemusnahan arsip.

Penjabaran peran ANRI lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawal ini:

TABEL I
PERAN ANRI

Pengambilan Think Thank Koordinasi Administrator
Keputusan
(Policy/ Decision
Malcer)

1. Kebijakan : 1. Penelitian dan 1. Koordinasi 1.Pengelolaan
Penetapan pengembangan perumusan Pusat jaringan
kebijakan di penyelenggaraan kebijakan nasional JIKN
bidang : kearsipan nasional nasional dan SIKN
a) pembinaan
kearsipan,;

b) pengelolaan
arsip;

c) pembarngunarl
Sistem Informasi
Kearsipan
Nasional dan
pembentukarn
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Pengambilan
Keputusan
(Policy/ Decision
Maker)

Think Thank

Koordinasi

Administrator

Jaringan Informasi
Kearsipan
Nasional,

d) organisasi;
e)pengembangan
SDM;

f) prasarana dan
sarana,

g) pelindungan
dan penyelamatan
arsip

2. Pembinaan

kearsipan:
a)Pembinaan
kersipan terhadap
pencipta arsip
lembaga pusat;
b) Lembaga
kearsipan daerah
Provinsi,
Kab/Kota;

¢) Lembaga
Kearsipan
Pergurtian Tinggi

2.Pembinaan kearsipan di

tingkat nasional
meliputi: a) Keordinasi
penyelenggaraan
kearsipan nasional;

b) pemberian pedeman
dan standar kearsipan,
¢) pemberian bimbingan,
supervisi, fasilitasi dan
konsultasi pelaksanaan
kearsipan;

d) Sesialisasi kearsipaiy;
€) pengawasan
kearsipan;

1) Pendidikan dan
pelatihan kearsipan;

g) perencanaari,
penelitian,
pengenibangan,
pemantauan dan

h) akreditasi dan
sertifikasi kearsipan

2. Koordinasi
fagilitasi dan
pelaksanaan
pembinaan
kearsipan

3. Koorndinasi
pengelolaan
arsip dinamis
dan arsip
statis.

2.Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan

3.Penyelenggaraan
akreditasi dan
sertifikasi
kearsipan

4. Pemberian
Persetujuan JRA

5. Pemberian
persetujuan
pemusnahan
arsip

. Pengelolaan Arsip:
Pengelolaan arsip

dinamis dan arsip
statis

3.Pengelolaan arsip

dinamis dilakukan
terhadap arsip vital,
arsip aktif dan arsip
inaktif yang
pelaksanaannya menjadi
tanggung jawab

pencipta arsip;
pengelolaan arsip statis
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Pengambilan Think Thank Koordinasi Administrator
Keputusan
(Policy/ Decision
Maker)

menjadi tanggung jawab
lembaga kearsipan

Pelaksanaan ke-4 [(empat) peran telah diupayakan pada
Renstra 2010-2014, namun masih menyisakan sejumlah masalah dalam
penyelenggaraan kearsipan secara nasional, karena Undang-Undang
tentang Kearsipan baru ditetapkan Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah
tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Kearsipan baru ditetapkan
Tahun 2012. Terkait dengan munculnya berbagai permasalahan dalam
pengelolaan arsip, pelindungan dan penyelamatan arsip sebagai identitas
dan jati diri bangsa I[ndonesia, serta sebagai memori, acuan, dan bahan
pertanggungjawaban masyarakat, berbangsa dan bernegara;, ANRI dituntut
untuk menyelenggarakan  kearsipan nasional yang  berasaskan
a) kepastian hukum; b) keautentikan dan keterpercayaan; ¢) keutuhan;
d) asal usul (principle of provenance); e) aturan asli (principle of original
orden); 1) keamanan dan keselamatan; g) keprofesionalan; h) keresponsifan;
i) keantisipatifan; j) kepartisipatifan; k) akuntabilitas; 1) kemanfaatan;
m) aksesibilitas; dan n) kepentingan umum sehingga pencapian tujuan
penyelenggaraan kearsipan tetap terjamin.

Dalam peran ANRI sebagai think tank, optimalisasi sumber daya
manusia perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat
meningkatkan  kualitas  hasil analisis, telaahan, dan kajian
penyelenggaraan kearsipan nasional wuntuk membantu perumusar
kebijakan kearsipan nasional yang tepat, terarah, dan dapat dilaksanakan.
Salah satu masalah strategis yang harus dilaksanakan ANRI terutama
adalah pemanfaatan sistem kearsipan nasional yang meliputi peningkatan
pemanfaatan SIKN dan JIKN yang melibatkan pencipta arsip dan lembaga
kearsipan sebagai simpul jaringan, sebagaimana tanipak dalam diagram
berikut:
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DIAGRAM 1

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL

{dalam konteks penyelenggaraan negara)
PENYECENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL
| SISTEM KEARSIPAN NASIONAL [ SKN )
PEEA
& £ 3
|_pEnGELotaaN aRSIP
¥

ARSIR
OINAMIS & STALS
| drrimesst o) it idib

SETEM INFORMAST KEARS IPAN HA SEINAL

‘ 1R AN TRFO RABAR] KEARSF AN HASIONAL
|

Selain itu kapasitas ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional perlu
diperkual agar dapat memastikan berjalannya proses penyelenggaraan
kearsipan nasional secara baik, antara lain dengan mengawal dan
memperkuat sistem kearsipan nasional. ANR] harus semakin mampu
menjadi pembina dalam mengarahkan proses penyvelenggaraan kearsipan
nagional secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan
heterogenitas sumber daya. persepsi. dan kepentingan sektoral dan
kedaerahan, Keberhasilan dalam membina dan mempertemukan kamitmen
pen c.ipla arsip dan lembaga kearsipan akan semakim meningkatkan kinerja
institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya., Untuk menjadi
pembina yaung efektif, ANRI perln terus melaknkan perbaikan, dan
mengembangkan ‘tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan
kelomipok pembelajar imenuji  organisasi pembelajar |organizational
learning). Di samping iti; lingkungan strategis dengan dinamika perubahan
vang sangat cepal, dan keferkaitan (interelasi) antarbudaya dan negara,
menuntut ANR] untuk dapat melakukan evaluast dan mengadaptasinya
dalatn pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan
kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, ANRI dilharapkan mampu
menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan

kearsipan nasional,
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2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

b. Jejaring Kerja

Dalam rangka peningkatan pembinaan, preservasi, dan layanan
pemanfaatan arsip, perlu mengidentifikasi jejaring kerja sebagai upava
perbaikan kebijakan kearsipan di masa yang akan datang. Dari sisi internal
ANRI membentuk jaringan kerja vang andal antarunit kerja di lingkungan
ANRI, untuk memenuhi tuntutan kerja yang cepat, tepat, dan akurat dalam
hal memberikan pelayanan di bidang kearsipan.

Dari sisi eksternal ANRI memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun
di Juar negeri. Di dalam negeri, jejaring kerja dilaksanakan dengan unit
kearsipan pada kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga
kearsipan provinsi/kabupaten/kota, berbagai instansi, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, masyarakat pengguna arsip dan Asosiasi
Arsiparis Indonesia (AAI). Sejalan dengan hal tersebut, ANRI memiliki
peluang untuk membangun kemitraan dalam peningkatan penataan
kelembagaan dan ketatalaksanaan di bidang kearsipan yang dapat
memberikan kontribusi dan solusi untiik memecahkan herbagai persealan
yang menyangkut pembangunan kearsipan secara nasional, terutama
dalam hal pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mendukung
akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemanfaatan arsip statis.

Selain itu, ANRI juga memiliki jaringan kerja internasional dengan
berbagai lembaga-lembaga kearsipan dan universitas di luar negeri baik
yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Jaringan kerja internasional
tersebut dalam rangka program pengembangan SDM kearsipan, akses
swmber sejarah, preservasi, pelatihan konservasi, pameran dan pengelolan
arsip dinamis. ANRI juga menjadi anggota aktif erganisasi internasional
kearsipan dalam pengembangan bidang kearsipan seperti International
Council Archives (ICA) dan Southeast Asia Regional Branch of International
Council on Archives (SARBICA).
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¢. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya ANRI meliputi SDM, sarana dan prasarana

menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran ANRI

dalam melaksanakan pembangunan di bidang kearsipan.
c.1l. SDM

Sampai dengan bulan Januari Tahun 2015 ANRI memiliki 528
pegawai, vang tersebar di unit kerja ANRI Jakarta, Pusat Pendidikan
dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan Bogor, maupun UPT Balai Arsip
Tsunami Aceh.

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, 52,27%
merupakan SDM Kearsipan yang terdiri dari Pejabat Sruktural di
hidang Kearsipan, Arsiparis dan fungsional umum di bidang Kearsipan
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel Derikut.

TABEL 2
JUMLAH SDM ANRIL
S.D. JANUARI 2015

No. Jabatan (;;lgiij;lq Persentase
1 | SDM Kearsipan 276 52,27
A. Pejabat Struktural Bidang 20 3,79
Kearsipan
B. Arsiparis 190 35,98
a. Arsiparis Ahli Utama 0 0
b. Arsiparis Ahli Madya 40 7,58
c. Arsiparis Ahli Muda 42 7,95
d. Arsiparis Alli Pertama 47 8,90
e. Arsiparis Penyelia 13 2,84
f. Arsiparis Mahir 34 6,44
g: Arsiparis Terampil 12 2,27
C. Fungsional Umum Bidang 66 12,50
Kearsipan
a. Analis Kearsipan 32 6,06
b. Pranata Kearsipan 34 6,44
2 | Pejabat Struktural lainnya 81 15,34
3 | Fungsional Umum dan Tertentu 171 32,29
lainnya
TOTAL 528 100

Sumber: Data diolah (Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2019)

Berdasarkan tingkat pendidikan, 47,35% SDM ANRI adalah

Sarjana dengan rincian dalam tabel berikut.
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TABEL 3
JUMLAH SDM ANRI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
8.D. JANUARI 2015

No. Pendidikan Jum_lah'\ Persentase
(Pegawai)
1 | Doktoral (S3) 2 0,38
2 | Pasca Sarjana (82) 80 15,18
3 | Sarjana (81) 250 47,35
4 | Diploma 1V 11 2,08
5 | Diploma I 93 17,61
6 | Diploma II 1 0,19
7 | SLTA 89 16,86
8 | SLTP 2 0,38
TOTAL 528 100%

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRIL, Januari 2015

Dengan dukungan SDM yang berkualitas dalam jumlah yang

cukup tersebut,

mengamankan

ANRI mampu
dan memanfaatkan

mengelola,

arsip

sebagai

menyelamatkan,

bahan

pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta

memori kolektif bangsa.

Upaya penguatan pengelolaan arsip terus dilaksanakan

melalni penambahan jumlah Arsiparis hingga memenuhi perhituongan
analisis beban kerja. Proyeksi kebutuhan penambahan Arsiparis pada
Tahun 2016-2019 tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 4
PROYEKSI KEBUTUHAN ARSIPARIS ANRI
TAHUN 2016-2019
No Jenjany ARSpas Proyeksi Penambalian Tiap Tahun
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Jumlah
1 | Arsiparis Ahli Utama 5 0 0 o} 5
2 | Arsiparis Ahli Madya 1 1 1 1 4
3 | Arsiparis Ahli Muda 1 1 1 1 4
4 | Arsiparis Ahli Pertama 23 15 0 0 38
S5 | Arsiparis Penyelia 2 2 2 2 8
6 | Arsiparis Mahir 5 5] 5 5 20
7 | Arsiparis Terampil 22 15 15 8 60
Jumial 59 39 24 17 139

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRI, Jamuari 2013

¢.2. Sarana dan Prasarana

Upaya pengamanan dan penyelamatan arsip dilaksanakan

dengan menyediakan depot arsip seluas 16.512 M2, sedangkan upaya
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penyelamatan dan pemanfaatan arsip dilaksanakan melalui

penyediaan ruang ftransit, ruang instalasi laboratorium, ruang
preservasi, ruang reproduksi, mobhil layanan masyarakat sadar arsip,
serta ruang layanan arsip dan diorama. Guna peningkatan kualitas
SDM dalam mengelola arsip, ANRI memiliki Pusdiklat Kearsipan.
Seluruh sarana tersehut, dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Sclain sarana tersebut, ANRI juga memiliki record center
yvang dipergunakan untuk menyimpan arsip dinamis di lingkungan
ANRI dan telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara
elektronik di lingkungan ANRI.

TABEL S
KHAZANAH ARSIP ANRIT
S.D. DESEMBER 2013

NO. BENTUK/FORMAT JUMLAH SATUAN
1 Arsip Tekstual /Kertas 29.643 | Meter Linier
2 | Poster 332 | Lembar
3 Arsip Kartografik/Peta 128.392 | Lembar
4 | Arsip Foto 8.443.854 | Lemubar
S Arsip Film 58.997 | Reel
6 | Arsip Microfilm 14.463 | Roll
7 Arsip Microfische 14.262 | Fische
8 | Arsip Rekaman Stiara 44,903 | Kaset
9 Reel to reelsound 873 | Reel
10 | Arsip Video 25.201 | Kaset
11 | Arsip Optical Disc 7.656 | Keping
12 | Piringan Hitam 100 | Keping

Sumber: Laporan Keuangan ANRI 2015 (audited)

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

a. SDM Kearsipan

Pada aspek SDM, upaya yang dilakukan adalah penambahan tenaga

profesional Arsiparis melalui rekuitmen yang regular, mengingat jumlah

Arsiparis secara nasional menunjukkan tren yang terus menurun. Dalam

era globalisasi ini di mana informasi melimpah, penurunan jumlah Arsiparis

ini berpengaruh pada pengelolaan informasi kearsipan.
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Tren kenaikan jumlah Arsiparis masih kurang signifikan, jika
dibandingkan kebutuhan Arsiparis secara nasional. Hal tersebut akibat
masih rendahnya apresiasi atau penghargaan pemerintah terhadap
pentingnya arsip bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan,
memori kolektif dan jati diri bangsa, sehingga secara psikologis pejabat
fungsional Arsiparis mierasa terpinggirkan jika dibandingkan dengan pejabat
fungsional lainnya. Di samping itu tunjangan Arsiparis yang relatif kecil
juga menjadi salah satu pemicu rendahnya minat untuk menjadi pejabat
fungsional Arsiparis. Selain itu seringnya mutasi pegawai pada pemerintah
daerah provinsi termasuk pejabat fungsional Arsiparis vang ditempatkan di
luar unit kearsipan, menyebabkan Arsiparis tersebut kesulitan dalam
mempereleh angka kredit dan berdampak pada pengunduran diri sebagai
Arsiparis.

Proyeksi jumlah kebutuhan Arsiparis secara nasional dengan tanpa
memperhitungkan kebutuhan ANRI dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 6
PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS SECARA
NASIONAL
(DI LUAR ANRI) PER MEI 2014

JABATAN PROYERS!

Al Arsiparis Kategeri Keahlian 6.258
1.  Arsiparis Ahli Utama 877
2. Arsiparis Alli Madya 973
% Arsiparis Ahli Muda 3.110
4. Arsiparis Alhli Pertama 1.298

B. Arsiparis Kategori Keterampilan 136.502
1.  Arsiparis Penyelia 1.385
2. Arsiparis Mahir 1.653
3.  Arsiparis Terampil 37.627
4.  Arsiparis Pemula 95.837

Jumlah 142.760

Sumber: Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Januari 2015

Kebutuhan Arsiparis tersebut telah dipenuhi sebanyak 3.094,
sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 139.666 Arsiparis.
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Dalam rangka peningkatan apresiasi pemerintah terhadap Arsiparis,

ANRI nielaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui:

1.

Penyusunan kebijakan terkait Arsiparis sebagai turunan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48
Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pengembangan kempetensi dan profesionalitas Arsiparis, yang antara lain
dilaksanakan melalui Bimtek Kearsipan, bimbingan konsultasi,
penyuluhan kearsipan, Diklat Kearsipan dan pelaksanaan magang.

Guna menjamin standar kempetensi Arsiparis, ANRI melakukan

Sertifikasi Arsiparis melalui Uji Kompetensi Kearsipan baik pada konipetensi

tertentu maupun kompetensi jabatan, untuk mewujudkan reformasi birokrasi

yang pada saat ini semakin dituntut untuk menunjukkan hasil kinerja yang

dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

b.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kearsipan adalah aspek yang memerltukan
perhatian yang cukup Dbesar. Setiap Lembaga Kearsipan akan
membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan
melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membuituhkan
Sentral Arsip Inaktil (Records Center). Jika keduanya tidak ada atau tidak

memadahi, siklus kearsipan tidak akan berjalan sepert yang diharapkan.

1.2.3 Peluang (Opportunity)

a,

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pergeseran politlk ketatanegaraan dari pemerintahan sentralistik
menjadi desentralistik telah meningkatkan berbagai tuntutan masyarakat
akan perubahan paradigma baru diberbagai aspek kehidupan berbangsa
dan Dbernegara yang meliputi aspek politik, sosial, budaya dan hukum.
Perubahan paradigma dalam tata pemerintahan tersebut dipengarulii oleh
implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yvang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintaly Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mana, Pasal 6 ayat (2) mengatur
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